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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI RE.JANG LEBOIIG 
NOMOR 6 TAHUll 2019 

'l'ENTANO 

PEMBERIAN TAMBAJ-!AN PtNGHASft.AN PE:OAWA! NEOERJ SIPIL 
OJ LINOKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN REJANO LEBONO 

Menimbang 

Mcnglngat 

DENOAN RAHMA1' TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI RE:JANG f,EBONG, 

a. bahwa. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (8) 
Peraturan Mcnt.eri Dalam Negeri Nomar 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimaoa telah diubah terakbir dengan f'eratunm 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka kriteria 
Mmberian tambahan penghasilan ditetaplam denpn 
Pel'!\turan Kepala De.crab; 

p. 

c. 
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MENETAP.KAN 

3. Undang-lJndang Nomor 12 Tahun 20 I 1 tenmog 
Pembcntukaa Peraturan Perundang-unda,ngan (L!,mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 I Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara ReJ)ublik lndone$ia Nomor 
5234); 

q, lJndang-lJndang Nomor 23 Tahun 2014 temang 
Pcmerintah!\11 Daerah sebagaima.na telah diubah terakhir 
deogan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembai::an 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5 . Peraturan Pemetintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakuoya Un(laT)g-Unclang Nomor 9 Tabun 1967 dan 
Pelaksanean Pemerintahan di Propins, Bengkulu 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tabun 1968 Nomor 
34, Tambahan Lembaran Nogani RepulJlik Indonesia Nomor 
2854); 

6 . Peraturnn Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang 
PengeloJaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor HO, Tambahan Lembarao 
Negara Republlk Indonesia Namor 4578); 

7 Peratm-ao Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Oi$lp)m Pegawaj Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 54, Tambaban Lembaran 
Negara Republlk lndone.sia Nomor 5135); 

8. Pcratu.mn Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah 
,sehaga.imana telab diubah tenildur dengan Pcraturan 
Menteti Dalam Negeri Nomor 21 Tah un 2011 (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahon 201 1 tfomor 310); 

9. Pcraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tenrang 
Pembenrukan dan Susllnan Perangkat Daerah Kabupatcn 
Rejang Lebong ,;ebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerab Nomor 2 Tahun 2018 {Lembaran Daerab li,abupaten 
Rejang Lebong ThlHLil 20 L8 Nomor 133); 

I 0. Pera tu ran Daerah Nomor 6 •rahun 2017 tentang Polcok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemba.ran Daerah 
l<abupateo Rejang Lebong Tabun 2017 Nomor 124, 
Tamha.han Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Nomor 9) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURA.N BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASli..AN PEGAWAJ NEOERI SIPIL DI 
PEMERl1'lTA!-I KABvPATEN REJANQ LEBONG 

81\Bl 
KE,TENTUAN UMUM 

Paaal l 

Dalam Peraturan SupatJ mi ya.11g dlmal<sud denpn: 
I Oaerah adalah Kabupaten Rejang Le.bong. 



• 

2. Pemerlntahan Daerah adaJah penyetenggaraM urusan pemenntaha.n oteh 
pemerimah tlacrah <Ian Dewan Perwakilnn Raky~t Daerah mcnurut asas 
ooooom1 dan tugas pembantuan dcngan prinsip otonomi seluas·luasnya c.Jalam 
s,stem clan prinsip l'(egara Kesawan R_epublik lndone:sia sebagaimana dimaksud 
daJam Undang-Undaag Dasar Negara Repuhlik Indonesia Tal'lun 1945. 

3. Peml'rintah Daerah adaJah Bupati sel:>agaJ unsur penyelcnggara Peme1intahan 
Paerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi 
kewenangan daera.h otonom, 

-!. Bupatl adalah f)upatl Rcjang Lebong. 
5. Dewan Perwakilan Rah.-ya1 Daerab- yang selanjutnya dlsingkat DPRD adalah 

Dewan Pei"\\'a.kilan Rakyat Daerah Kabu1:>aten Rejang Lebong 
6. Se,kreta:ris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka1JupatN1 Rejang Lebong. 
7. Badan Kepegawa\an dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang 

selanjutoya dislngkat 81{l'$0M adaJah Badan Kepegawafan dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia l<abupaten Rejaag Lebong. 

8. Badan f'engelolaa,i Keuangaa Daerah yang selanjutnya d isingkat BPK.D adalab 
Badao Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Le bong. 

9. Organisasi Perangka1 Daerah yang selaniutnya dJsingkat OPD adalah unsur 
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerinTahan daerab yang terdiri 
dari sekretariat daeran, sekretariat DPRD, dinas daerab. !em 1:,aga telmis daerah., 
kecamatan, dan kclurahan. 

10. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai neged sipil dan peg;a.wai 
pemerintah dengan perjanji11n ke,jayang bekerja pada instansi pemerintab. 

I 1. Pegawat Negeri $jpil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sctiap Warga 
Negara Republik Indonesia yang tclah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabut yang berweoang dan diserabi tugas- dalam suatu jabalan 
negeri, atau diserahi tugas neg:ara larnnya, dan digajl berdasarkan ketentuan 
peraruran perundang-undaagan. 

12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPN'S adalah Calon 
Pegawai Negeri Sipil di lingk.ungan Kabupatcn Rejang Lebong. 

13. Pegnwai adalah PNS Pemerintab Kabupaten R,tjang Le-bong dru., PNS yang 
berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Reja.ng Lebong yang dipekerjakaa oleh 
di lingkungan Perntrintall Kabupalcn Rejang Lebong. 

14. Trun.bab0J1 Penghasilan Pegaw'ai yang selanjulnya clitsebut TPP adalah tambahan 
penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat dan 
kond,s, Lugas, kelangkaan profesi dan pertimbang:an objektif lainnya. 

l 5. Harl kerja adalah hari yang digunakan u.ntu k menjalaakan tu gas pokok dan 
iun_gsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pe)ayanan publik maupun 
pelayanan aparatur. 

l 6. Hadir kerja. ada lah keadaan masuk kerja pad a hari kerja dalam menjalanl<an 
,ugas pokok dan fungsi tugas kedJnasan lainnya yang dike1ahui atasan. 

J 7. Tetlambat masuk kerjlil adaiab datang tidak t.epat walml sesual d"ngap jadwal 
kerja yan$ ditentu kan. 

18. PuJang lebih cepat adal!th pulang lebih awal yang tidak sesuai dengan jadwal 
kerja yang ditentukan. 

19. Pejabar Penanggung Jawab adaJah Kepala Satuan Kerja Pttangkat Daerah 
selaku Penggu11a A.nggaran. 

20 Tugas adalah tug.a~ Uta.ma yang merupal<an penjal)aran langsung dari tups 
dan rungsi organisasi. 

21 Tugas tambahan adalab r.ugas- yang tidak tcrsebut dalaJn rinclan tuau, tetllpl: 
memberikan manfaat l)agi uniL kerja. 

22 Pejabat Penilai adaJah atasan langsl{ng pcjabat yang dinilai dengan ~ 
serencll\h-rcndahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentulcaa. ■ 1 \al, 
kctcntuan peranmu, pen.tndang,-undangan, 

23 Jabatan ada)ah ked,tdukan ya:ng ttlffiunjukkan tups, tanawia 
wewenang dan hak seorang PNS dalartt suatu satuan orpolaaei 
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.24. Beban kCIJfl adalah besaran pekeJ]9.'11'l yang ha.,·us diplkul Qleh &uaJ.U 

jabatan/unit organisas, dan merupakaJ'I hasil kali antara volume kerja <;Ian 
nonna waktu 

25. Nonna wakw adaJah waktu yang \.V8.jar dan nyata-ayata dipergunakan secara 
efektff dengan kondisi normal olch seorang pemangln t Jabatan unluk 
menyctesaikan pekerjaan , 

26. Jam ke1Ja efektif adalah jam kcrja yang ha.rus dipergunakall untuk 
berproduksi/menjalankan rngas. 

27. Bo bot tnaks,mal/uuif ciasar TPP adalah besaran maksimal TPP yang ditetapkan 
untuk digunakan sebagai das,,r perh11ungan aspek perilaku kerja dan agpek 
prestasi kerja dalam pembenan TPP kepad!I pegawal.. 

28. Kelompok Jabatan/OPO/ll nit K!!rja adalalt pengelompokan J abatan/ OPD/Unit 
Kerja set;,agaJ d,uaar p~netapan bcsaran Tf>P pada masing-,masing 
Jabate.n/OPD/Unil Keija dengan mempertimbangan beban ke!JS., kinerja, 
tanggungjawab dan pertimbangan obyektiflainnya. 

29. Anggaran Pcndapatan dan l3olanja DaemJ, yang sclanjuJ.nya disingkat APBD 
adalah rencana keu.angan tahunan Pemenntah Daernh yang dibahas dan 
disetujui bersama Pemennlah Dael'ah dan DPRD, dan ditctapkan bcrdasarkan 
Pcraturan Paerah tentang APBD. 

30. Kebijakan Umum APBD yang selarrjutnya dismgkat KUA adalah dbk1;1men yang 
memuat kebiJakan bidang pendap,\tan, belanja, dan pembiayaan s.erta 
asumsi yang mendasarinya untuk pericxle I (sacu) tahun. 

3 l Kclas Jabaum adalab tingkatan jabatan basil perhi tUngan evaluasi jabala,n 
yang tclah disetujui Kement(JJ'ian Pe,n berdayaan Apatarur Negara clan 
Reformasi Birokrasi 

Pa.al 2 

(I) Pemermtah Daerah dapat memberikan TPP dei,gan memperhatikan 
kemampuan kcuangan !laefab dan memperoleh per,;erujuan DPRD sesuai 
peratura,, peruodang-undangan. 

(2) Peri;etujuan DPRD $Cbagaimru,a dim aksud poda 0avat ( 11 dtlakuk.an muJai dari 
pembah.asan KlJA sampai dltetapkan ciengan Peraiuran Da~rah 

BAB LI 
T\IJUAN 

(. Tujuan pemberian '!'PP adalah unt.uk : 
a meningkatkan ltinerja -pegawai; 

Paoal 3 

b. menmgkatkart kualitas p('lavanan; 
c. mtrningkot.kan ke~jMtera,;,.n pegawai; dan 
d. meningkatkan di$1plin pcgawai. 

BAB Ill 
KRlTERIA '!'PP 

Pasal 4 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban keija dapat diberlbn 
memenuhl salab SI\IU kn t.eria : 
a. penyelesa1an Lugas mcleb1hi kapasltas/Jam kerja norm.J .....,..i; 
b p•nyclesalan tugaa yan g memerlukan keablian; 
c pcn)·olesalan 1ugas ru1in yang dttaku.kan di luar kantor anwa taflt

pengecekan, pembinaan, pengawasan dan pemantauan; 
ti penyole""1nn l.l.J~s yang peh\ksanaannya tidalc 8"UlV +mpn 

foanal aUJ.u sesuaJ dengah rnatrukai/perintah dari Bu~Wi 
Sekretari& Da.erah; dan 

~ f>("nyrlesa,an tugas bagi Satuan Kerja l'ttangkat ~ YJIII& 
fungsl S('baga, Pengelola Keuang)!Ui Daerah/Pejablu"" I JQII, 
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121 Trunbahan penghasilan berdasarkan tempat berrugas dapa.1 diberikan apab~a 
memenuhl sa.lab satu k.ritena · . . 
a ,empat berlugas sulil dijangkau karena letak geografis d1 daerah rerµene,1; 
b. tempat b¢r~ugas bcrada di daerah 1.c.-pencll a.tau keterbatasaa sarana 

transportasi; dan 
c. tempat bertugas di lbukota Negara. . . . , 

(3) TaJJ1 bahan pcnghasilan berdasarkan kond1s1 keqa dapat dlberikan a pablla 
me.menuhi $0.lab saru kriteria . 
a pakerjaan yang bcrkaitan lrulgsuag c:lengan pcngidap penyakit men ular; 
b. pekerjaan yang berkaitan lrulgsung dcngan uj i lat)oratorium; dan 
c. pckerjaan yang beresiko 1 e,rhr,ulap keselrunatan kerja ·. • . . 

14) Tambaban penghaaijan berdasarkan kclangkaan prof es, dapal chbenkan apabila 
menienuhi salah sacu krlteria : 
a. memilikl keahlian lertentu; 
b. memiliki penguasaan terhadap bidang tertentu; 
c. memUiki Kompetensi dan kualillkasl Lc;rt.e.ntu~ dan 
d memiliki sertifikasi dan p<tncHdikan tcrtenru. 

(SJ Ta:mbaban penghasillm berdasarkan prestasi keija dapat dibenl<an apabila 
memenuhi !lalah satu knteria 
a , memilikl loyalitas, dedikas, dan disiplm; 
b. bertanggung jawab terhadap pclaksanaan Lu gas; dan 

C c. memilikl kreatifitas dan/atau inovalif dalam roelaksa.11akan cugas. 
(61 Tambahan penghasilrui berdasarkan pertimbangan obyekti[ lainnya, 

(. 

Paws 

( I) Keteotuaa lcbih lanjut mengenal pcnentuan Jabatan/ OPO/Unit Kerja 
berdMarkan krit.eria sebagaiman.a dimaksud dalam Pasal 4, serta jumlah 
makaimal/tarif dasar TPP yru1g dia)okasikan untuk setiap J abatan/OPD/Unit 
Kel)a. ditetapkan denga.n Keputusan Bupati. 

(21 Jumlah mal<simal/ta:rif dasar 'CPP seln,gaimana dimaks ud pada ayat (1), 
berpedoman pada nilai evalu<1si jabatan drui Kementcrian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refonnasi B1rokras1 yW'.lg disesuaikaa denga n kernarnpuan 
kcu.anga.n daerah. 

J>asal 6 

(1) Selain kritc1ia 'CPP sebagalmru,a dlmaksud dalam Pa<,a) 4 dan Pasal 5, kriteria 
TPP teimasuk JUga pegawai yang melakukan tugas -tugas khusus atau terumtu 
antara lain seperti pengelola anggaran, pengelo la kegiatan dan pe§wal lalnnya 
yang clisetarakan 

(2) Pegawal sebaga.i.mana d:imaksud pacla aya, ( I), oSelaln menerima 'l'PP juga dapat 
dibelikan bonomrium/ inscncir yang loiterianya ditetapkan dengan Keputuaan 
Bu pat,. 

B/\BIV 
PEMBER!AN TPP 

Pasal 7 

( 11 TPP diberi~n kepada pegawa! yang bel<el)a di lingkungar, Pe,-inr.h Dae.-ah 
dan pegawa, yang berasal dan luar Pcmerintah Daerah yang~ .... 
Bupati ~I lingku ngan Pemerin t.ah Daert\h, 

(2) P<:mberian TPP "Chagaima n A. dimaksad pada. ayat (1) dlberi'-~ 
kualifikas1 beban kerja. 

(3) TPP tidak dlberikan k~pad.a: 
a. Clllon Pegawai Negeri Sipll Oaera.h· 
b . pcgawai yang mendapalkan huk.,;,,,.,, dlsiplin tingkat lJerat. ~ 

'rPP •cl<un• 2 (dun) tahun; 
e, pegawai yru,g meng»mbil M<1<sa Persiapan Penelun; 
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d . pegawai daerah yang berstatus sebagai pegawai tilipan dan/atau 
dJpekerjakan p:ada instansi di luar Pemerinq,h 0aerah~ 

e. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar; 
r. pega,val yang berstarus \erpidana; 
g. pcgawai yang mengambil cuti di luar tanggu ngan 11egrura; 
h. pegawal yang diberhentikan semen ta,-..; 
l. pegawa.i tennga fungsional Guru PAUD/1'K, SD dan SMP lermasuk 

pengawas S"1'la tcnaga kcpendjdikan Ja:itlnya, kecuall tcnaga stru.kturaJ; 
j. pegawai yang sedang meajalani cuti di Juar tanggungan negara, cu.ti besar, 

serta cuti melahirkan anak Ketiga dan anak berikutnya; 
k. pegawa, yang masih menguasai aset milik Pemerintah/Pemerintab Daerah 

bail< a..et bergerak mau pun aset tidak bergerak yang belum dil<.embalikan 
kepada Negara/Dacrab; 

I. pegaww pad a 'Ru mah Sakic U mum Oaerah Curup yang rneoempka,1 Pola 
Pengelolaao Keuaogan Badan l..ayanan Umum Daerah; dan 

m. pegawai yang mempunyai kewajiban tetapi belum menyampaikan Laporan 
Hatta Kekayaan Penyelenggara Negara (LH KPN). 

(4) TPP dapat diberikan kepada pegaw11i yang mengambil cuti selain sebagalmana 
dimaksud pada ayal (3) oepanjang memenuhr ketenruan perarnran perundang
undangan yang mengatur cuH pegaw1'i, dengan tetap mempcrhatikan aspek 
prestasi kerja. 

(5) TPP bagi jabatan fungs1onal tertentu disamakan/dlset.arakan dengan TPP 
fungsional umu,n pada te,npaLnya bertugas. 

Pasal 8 

PeJabat strU.ktural yang ditunjuk sebagai pelaksana rugas <:lapat diberikan TPP 
sebesar jumlah TPP jabatan tugas yang dilaksanakan, dcnga.n ketentuan memilih 
saJab satu TPP jabatM yang dilaksanaka:o. 

BABV 
INSTRUMEN PERHJTUNCAN TPP 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal9 

(1) Besaran TPP yang dic.erima setiap pegawai dihitung berdasarkan aspek perilaku 
kerja den aspek rrestasi kcrja. 

(2) Perseotase penJberian l'PP ada\ah sebesar 40 % (empat puluh persen) untuk 
aspek perilaku kcrja dru1 60 ¾ (enam puluh penien) untuk aspek preata.ai kerja. 

Bagian Kedua 
Aspek Perilru..-u Kerja 

l'asa110 

Persentase aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (21, 
didasarkan pada 2 (dua) ind11<,otor, yaitu: 
a . Hadlr terlambat, pulang lebih cepat dan/atau tidal< maauk ~ ~ 

ket~r,mgao, bolxll mAkaimal 9.0 % (sepuluh pe""nl, dengan ri..den : 
I. I (satu) kall atau 1 (satu) hari hadir terlambat dlkurangi 0,.8)i (Qcil 

lima persen) drui bobot maksimal; 
2. I (~tu) kali ai.au I (satu) bari pulang lebib cepat dlkuran&I 0.5% 

lima pcr~cnl dari bobot mak~imal: 
3. I (satuJ kali at.au 1 {83lU) hari tldak muuk kerja ~ 

diku rangi 1% (salu persenl dari bobot makaimal; dan 
4, Lebib dan 7 (tu.Juhl kaJJ atau 7 (tujuh) harl hadlr ~ 

ccpal dAn/ar.au trdak masuk kelja tanpa ~ 
(nol persent. 
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b. Tidal< mendapat hukuman disiplin sesuai dengan kelentuan peraturan 
perundang-undangan yMg berlaku. bobot maks imal 20 % (dua puluh pensen), 
dcngan rinctan : 
1 Sobot 20 % (dua pu lu h peruen) yang dilerlma J!ka tJdak pernah mendapat 

bukuman d isiplin clalam satlt bulan, 
2. Bobot 15 % (lima bcla.s pers.e.n) yang diterima Jika menda paL hukuman 

dlsiplin bentuk teguran lisan dalam satu bu Ian: 
3 . Bobot l O % (sepu lu h persen) yang diterima fika menda pat bu ku man disiplin 

bcntuk teguran tcrtuJ,is dalam .atu b u Ian; 
4, Bobot 5 % (llma perseo) yang diterima jika mandapal h ukuman disiplin 

JJ<-'ITlyataan tidak puas sccara tertulis dalam saw bulan; clan 
5. 8-0bot 0 % (ool persen) Jik.i menda,.E>8t hukuman dis iplin sedang dalam saiu 

bulan. 

(3agian J{etiga 
Aspek l'Testasi Kerja 

Pasal l l 

Aspek prestasi ketja pegawai sebagai;nana dimaksud dalam PasaJ 9 ayat (21, 
didasarkan pads 2 (dua) indikator: 
a. Pelaksanaan rugas pegawai, bobot maksimal 50 % (lima pllluh Jima persen/ 

dengan rumus perhitungan : 
1. Jumlah pelaksanaan tugaA pegawai 9 jam kcrja pclaksanaan I (satu) bu Ian : 

jam kerjaefektif dalam 1 (satLI) bu Ian x 50% (lima pu lo h persen): 
2. Dalam hal jam kerja pelaksanaan daJam I (satu) bu Ian mela,mpaui jam kerja 

efoktif dalam I (satu) b,llan, maka untuk perhitungan bobot pelaksanaan 
cugas- pegawal hartya dihitung berdasarkan j u mlah maksimal jam kerja 
cfektif yang telah ditetapkan cialam 1 (saiu) bulan; 

3 . .Jumlah jam keJJS efektif sebaga1rnaoa dimaksud pada angka I. ditetapkan 
sebagai bcrikUl . 
at hari Senin sarr\pai d~ngan hari Ka.mis salarna 6 (enam) jam; 
b) hari Ju.nl'at sclama 3 (tigaj jam; dan 
c) hari Sabtu selama 4 (empat) jam 3 0 (tiga puluh) menit. 

b , KetetapalJ }valrtu pe.oyampajan r~kapituJasi lll.P9]'.ao h.atian peg,awai (Japoran 
bulaaan), bobot maksimal 10% (limA persen), dengan rincian: 
I Bobot 10% (sepu luh persen) jika waktu menyampaikan laporan pada hari 

pertama sa.mpai dengan bari kelima kerja bulan berikut:nya; clan 
2. Bobot Oo/o (nol pctscn) jtka waktu menyampaikan Japoran ~da hari lceenero 

l<eija atau lebih bulan beriku tnya_ 

Pasal t2 

Talu,,pan penyampaian laporan h.a.rian pegawaJ sebagaimana dimekaud Paalll 11 
huruf b yaitu sebagai becikut: 
a setiap rekapitulas, laporan ha.nan peg,,wal (laporan bulananJ, .,,_.,ipeflgn: 

kepada ~P'lla OPD masin g-rnasmg setiap bulannya llimulei pede bed '-tit 
sampaJ dengnn han kelima; 

b. setiap Kepala OPD haru$ mengesahkan rekapitulasi cepalan upeJ. FM "tu W 
prcstasi kerja pegawai u ntuk bahan pengajuan. TPP aetiap ~ 
dJteruskan kepada BKP$f.)M Kabupaten Rejang Lebong; 

c BKPSDM selanjutnya melaku)<a n perhitungan den verifikaat 
perilaku dan prestasi kerja pegawai sebageimana dimebnd 
dl•nga.n format sebaga;ll'lana tercantum dal.a.m 1amp1ran YIIIIII 
ttdak terpisahkan da ri Peraturan Bupati lnl; 

d Kepala OPD dan/a tau pej a.~at yang berweneng ~ OPD 
Surat Pcnninlll,on Pt mbayaran (SPP) clan Surat Perfp,. 
setiap bulannya bffllasarkan harMl perhitunpn 4-
•~lanjutnya BPKD meaerbilkan SP2D TPf> bent......,, 

7 



e. khusus u ntuk pegawai yang sedang melaksa.nakan ptrjalanan dinas atau 
J)<'nugasan lainnya. maka penyampaian rekapitulasi laporan harian pegi,wai 
(laporan bulanan) sebagaimana dimaksud pada huruf a,dapat d1sampa,kan oleh 
ara.,;an langsung dengan melamplrkan :surat penugasan. 

BAB VI 
HARi, JAM KERJA DAN PENGELOLA DATA 

Bagian Kesam 
Harl dan Jam Kerja 

Pasal 13 

fl) Ketentua11 wa.ktu kerja peg;nval ditctapkan sebagai berikul. 
a. hari Senio sampai dcngan harl Kam:is waktu. kerja dimulw dari pukul 07,30 

wra sampai dengan l4.00 WrB; 
b. hati Jumat waktu lq:rja dimulai pada Pukul 07.30 WIB sampal dengan Pu.ku.l 

I 1.00 WLB; dan 
e . bari Sabtu waktu lwrja dimuJaj pada Pukul 07.30 WlB sampai dengan Puku l 

12.30 WJB. 
(2) Kele.ntuan waktu kerja pegawai sebagaimana dimaksl.ld pad a ayat ( I) 

dikecualikan pada saat buJan puasa (bulan suci raroadhan). yang akan diatur 
lebih lanjut dengan btrpcdoman pada ketentuan peraturan perundang· 
undangan. 

Pl Ketentuan wnktu kerja p,,gawai da:n "'a:lctu perekaman alal/mesin khusas 
untuk OPD pelayanru, publik yang menerapkan kerja shift at.au penLLgasan 
kerja khusus, diatu.r lebih Janjut oleh Kepala OPD dengan ketentuan jumlah 
jam kerja tidak boleh kumng da.ri waktu kerja pegawai sebagaiman11 dunaksud 
pada ayac (I) atau jumlah jam kcrja efektif sebagaimana dlmaksud dalam PaSjil 
11 hu.ruf a angkA 3. 

Bagian Kedua 
PengeJola Data 

Pasal 14 

(I) Pengelolaan data TPP pada OPD dflaksanakan oleh Sekretariat/Unit Kerja yang 
menangani urusan bidang kepcgawaian. 

(2) Kepala OPD menunjuk operator apllkasi rel<am kehadiran elektronik dart 
pengadministrasian TPP pada masing-ma<riog OPIJ sesuai dengan kebutu.han. 

(3) Operator aplikasi alat/mesio rekam kehadiran ele~nik pada OPD 
sebagaimana d imaksud pada aya1 (21, m.6mpunyai tugas: 
a. mengnimpun clan mengarsipkan !!CiUTUh jenis !lurat izin atau swat p!rintah 

tugas lamnya sebagai bahru1 perhilun,gan capruan aspek petilaku kerjaj 
b. menyi.,sun rekapitulasi basil inpu t mesin-mesln rekam kehadiran elektronlk 

achiosga diperolcb datajumlah p1mr,apaian ',\Spek petilaku kelja; 
c. menghltung data kehadiran seluruh pegawal secara final untUk k!mluci. 

disampaikru1 kepada pctugas pengadministrasi TPP; dan 
d. mengkonlirmasikan pegawai yang tidak melakukan rekam-nokam kebadfrall 

~lektrunik karena alasan kedinasan. 
(4) Pengadmiofstrasi Tl'P sebagaimana dimaksud pada ayat (21, mempuJVlli tuau · 

a. menenma rekapitulasi la.pc,ran barian pegawai (Iaporan !,,dan!!n} c::. 
mcmbuat Landa terima p<,nyerahan laporan aebapi daM1' PGfL-
instnJmen aspek prestas, kerja; 

b mengambil data laparan kehadiran pegawai dan petups opsfllOI' 
rekam kehadiran elektronik sebagai dEIBBJ' perbitunpn aapek 

e. menyusu.n rekap!rulalli akh!r capaian aapek periJaku du 
bulanaa pegawai tingkal OPD untuk dlllahkan Kepala. OPD, 
sebagaimana tercnntum dalam Jampiran yang ~ 
terpisahkan dati Pernturan Bupali inL 
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BAB VTI 
PENOINPUTAN BAHAN TPP 

Bagian Kesatu 
Data Perilaku Kerja 

Pa,;al 15 

(I) Settap pegawal wajib rekam kehadinm dengan menggunakan a lat/ mesln rekam 
kehadiran elektronik pada masing•masing O1'O/UniL Kerja. 

(2) Kewajiban rekam l<ehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ridak berlaku 
untuk pcgawai yang rnelaksanakan rugas be~iar atau diri.ugaskan secara tetap 
di lapangan yang ridak memungl<lnkan untuk mela kukan absensi pada 
OPD/Unit J<erja tempatnya bertugas, sehingga diberlkan dispensasi tetap tidak 
meJaksanakan rekam kehadiraa elektronik padamasa penugasan. 

(3) Perekaman kehadu:an sebagaimana cersebut pad a ayat (I), wajib dnakokaa 
sebanyak 2 (dua) kaH dengan ketcntuan : 
a. hari Senin sampai dengan Sabtu pada pagi hari paling lambat pukul 7 .30 

WIB; 
b. hari Sen in SIU'I1pai dengan Kam,s pada siang bivi palin g cepat pUku l 14 .00 

WJB: 
c . hari .Jum'at pada siang bari paling cepat pukul 11 .00 WIB: dan 
d hari Sabtu pad a siang hari paling cepat pukul I 2.30 WIS. 

(4) Apabila mesin r·ekam kchadir:an elektronik t idak dapat dlpergunakan karena 
alasan tekrus, maka Kepala OPD/Urut Kerja mcmbua1 berita acara kerusakan 
mesin rekam kehadiran elcktronik daa melwnpirkan daftar abseas i kchadi ra11 
pegawai secara tcrtulis. 

(5) Bagi pegawai pada OPD yang belum memiliki alat/mesio rekam kehadiran 
elektronik, maka absensi kehadiran dilakukan secara manual dengan format 
ab~ensl sebagairoana tcrcantum dalam lamplran yang merµ pa.kan bag/an tidal< 
tcrpisahkan dan peraturan Bupari ini. 

Pasal 16 

Pegawai ,vang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinaa 
dalam maupun luar daeraJi, mengikuti sosialisasi, diklat kedinasan dalam dan luar 
daerah, tugas lapangan, rapat-rapat, mendamµingi tamu atau tugas kbusus 
lamnya, tetap dianggap hadlr walaupun tidak merekarn ke.hadiran pada mesin 
absensi elektronik, dengan ketcntuan untuk memenuhi aspck perilaku dan prestaei 
kerja pegawal harus dibuktikan dengan surat tugas/ surat pemyataan d(Ul wl\iib 
membuat laporan basil pcnugasan seb~ai pengga nti laporan kerja harian. 

Pasal 17 

(1) Oalan, pengolahan data kehadiran pegawai, OPO / Unit Kerja berwenang : 
a. menyusun rekapltulasr kehadira n pegawm setiap bulan dan dh!ampalklln 

l<<'pada Kepale. BKPSDM pallnll l11mba 1 tanggal S (llma) bulan berikutnya 
untuk dilakukan perbitungan clan verifikasi; 

b. hasil perhitungao dan vedfikasi BKPSDM atas data kelMldiran 
kepada OPD/Unit Kerja pa]tng lambar 5 (]ima) hari aetelah 
kehad,ran pegawa, dlterima; dm, 

c. Kepala OPD/Unit kerja bertanggu.n g jawab terhadap 
kehadiran pcgawainya dan pemeliha.raan alat/ meatn rellma 
elektronik sert.a aplikasioya. 

(2) Dalam pengolal, an data kehadiran pegawai, BKPSDJ'tf w w "'I· 
kewenaugan · 
a, mel,\kukan perhilungan clan verillkaai ataa rekapitu1aa1 

yang dismnpaikan o leh OPD/Unit Ke,ja; 
b numggunakan data kehadrran pepwal yangc 

Ol'D/Un1t Kel)a untuk kepentlnpn peinbiaa•n 
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c memfasihi:asi p<:ngolaban data kehadiran OPO/Unil Kerja jika terjadi 
p;,rmasalahan data ancara rekapitulas, yang dibuat olch OPO/Unit Kerja 
dengan clata server '!'PP 

(3) Dalru.n pengolahan data kehadit11n pegawal pa~a BKPSDM :-ebl'.\gallllana 
dimaksud pada ayat (2) yang d,gunakan sebaga1 bahan perb,tungan dan 
verifikasi capaian aspck perilaku dan presta~• kerja untuk bahan pengajuan 
TPP. dapa, dibenruk tim yang ditetapkan ctengan Kep!n usan Kcpa la BKPSDM. 

Bagian Kedua 
Data Prestasi Kerja 

Pasal 18 

{I) Setinp pegawai wajib membuaL laporan kerja ha aM sesuai (lengan rorma1 
sebagaimana tercl\nrum dalam la mpiran Ylll1S merupakan bagia.n tidak 
1erp1sallkan dari Peraruran Bupati inL 

(2) Laporon ki:rja hruirul sebagaimana dimaks ud pada aynt (I), d isampaikan sei,iap 
hari kepnda a= lan!l,sung unruk dilakukan penilaia n dan bersifat Jinal. 

(3) Jika atasan langsung tidak dapat melaku kan penilaian la poran harian pegawai 
dengan alasan tertentu, maka penilaian dfi,ampaikan kepada atasan la ngsung 
pe;abat penilai atau Kepala OPD/Unil Kerja 

(-1) PenilAian atas laporan Kepala OPD/Un;t Kerja pada Se kretariat Oaerah 
dilakukan oleh Asisten pada Sekreta:riat Daerah yang membawahi. 

(SJ Penilaian atas laporan Asisten dan Staf Ahli pada Selcretarj'il,t Da crah dilakukan 
oleh Sekretaris Daerah 

(6) Pcnilruan atas laporan Sekretaris Daerah dilakukan sccara Self Assesmeni. 
(7J Pelaksanaan togas pegawal sebagaimanadlmaksud pada a,at (I} term&su k juga 

apabila mengikuti apel pagi, apel sian!!, senam pagi, acara siraman rohani, 
upacara hari besar nasiona), men ghadin undangan rapat, gotong royong, 
mewakili atasan, mengikuti kegituan Dh\U'l?la Waitittt dan kegiatan Jainnya yang 
merupakan bagian dari Wgas pegawal. 

Bagtan Ketiga 
Tim Monitoring dao Evaluasi 

Pasal 19 

(l) Dalam rangka pelaksanaan v~rtfikasi terhndap has il peogukuran perilaku dan 
prestasi kerja serui menangan l pengacluan dari pegawai yang dinilai maupun 
Pcjabat yang mcmlai. dtbentuk tim monitoring dan evaluasi. 

II (2) Keanggotaan cim monitoring dan evaluasi sebagimana dimakslld pada ayat Ill 
tcrdiri dari : 
a. Sckretans .Daerah; 
b. KepaJa BKPSDM; 
c. lnspektur Daerah; 
d, Kepala Badan Peagelolaan Keuangan Daerah; 
e. Kepala Bagian Admimstras, Au ku n,; dan 
r. KepaJa Ba,gian Admlnistrasi Organisasi. 

(3) Ketehtuaa lebih tanju1 mc:mgcnai Um monitonng dan cvalua.ai rbapiraan• 
d!maksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB vm 
PERHITUNOAN TPP 

Pasal 20 

Rumus perhitungan bclsaran TPP yang dit,t-rlma olch aetiap pepwai lldaJab : 
JWDlah TPP d lterima ~ Jumlah TPP llakalmal a 

P~rilaltu Ke,j1, • .&k-alaal 
Ke,p.) 
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BAB lX 
TATA Ct\RA PEMBAYARAN DAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran 

Pasal 21 

( I) TPP dibayar sel>any!lk-banyaknya 14 ( empat belas) kali setiap tahun. 
(2) Permintaan pembayaran uang '!'PP dfajukan pada bulan berikutnya, kecuali 

untuk bulan DeS<tlllbcr dapai diajukan pada bulan bcrjalan dengan ketentuan 
hari kerja selama bufan Dcsember diterapkan scfama 25 (dua pulub lima) ha rt 
kalender. 

(3) Ta[a cara pembayaran uaog TPP dilalmkan oleh Kepala OPD dan/atau pejabat 
yang berwenang pada OPD dengan mcnerbitkan Surat Permin taan Pembayaran 
(SPP) dan Surat Perimah Membayar SPMI TPP, selanju tnya BPKD menerbitkan 
S?2D TPP berdasarkan SPM OPD, dengan melampirkan : 
a rekapitulasi capaian aspek perilaku dan prestasi kerja pegawai; 
b hasil perhituogan dan verifikasl capaian aspek perilaku dan prestasi kcrja 

pegawai; dan 
c . Surat Pemyat.aan Tanggung Jawab MuUak. dengan format sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tldak terpisahka n dari 
L Peraturan Bupati in1. 

(4) Ketentuan lebih lanJut mengenai taE8 cara pembayaran TPP, berpedoman pada 
peraturru1 penmdang-unda11ganyang berlalm. 

Bagia.n l{cdua 
Pajak 

P>lsal 22 

Penerimaan TPP dikenakao pajak penghasilan yang chnitung sestlai ke tentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BA.BX 
SANKSI 

Pasal !:13 

, (J) Pejabat 1>enUru yang berdasarkan hasil verifikasi tim monitorin_g dan evalulllli 
.._ terbukti memberikatl pcnilaian kincqa yang tidak sesuai dengan bukti kinerja 

pegawaf dibenl<an sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25"/4 (dua puluh lima 
persen) dAri total TPP pada bu Ian berikutnya. 

(21 Pejabal penilai yang cerbukti tidak melakukan p,:nilaian kinerja pegawai kepada 
bawahannya, diberikan SRn ksi berupa pemo[ongan TPP sebes$r 50% (llma 
puluh pcrsen) dari tolaJ TPP pada bulan berikutnya. 

(3) Pegawai yang trrbukti membuat laporan kerja harian tidak aeauaJ den8,ijn 
pelaksanaan rngas sehari-hari, diberikan sanksi berupa pemooonpn TflP 
sebesar 50% (lima pull.lb persen) dari tt>tal TPP pada bulan berikutnya. 

Pasa.124 

(I) Dalrun hat OPD mcndapat s urat tegu ran yang ctituldatanpai a,leh 
berkaitan dengan pemen uhe n kinerja tert~ntu. ma)ca ~ pea ;;d" 
yang bersangkutan dikona.kan sanksi yaitu . 
a. tcguran kesaru berupa pcmotongan TPP sebeaar 10% (llilpilluh 

total TPP pada bulan berikutnya; 
b teguran kecltta berLtpa pemotQngiu, TPP aebelar 20% ~ pii1lldi 

dan total TPP pada bulan berikulnya; dan 
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c. teguran ketiga beru])a pemotongan TPP sebesar 40% (ernpat puluh persen) 
darl total TPP pada bulan berikutnya. 

(2) Pelaksanaan pemotongan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan 
oleh BKPSDM pada saat melakukan perhitw1gan dan veriftkasi capaian aspek 
perUaku dan prestasi kerja pegawai setiap bltlan pada masing-masing OPD. 

BA8XI 
ANGGARAN 

Pasal 25 

Penganggaran TPP dibebankan pad.a APBD l<abupateo Rcjang Lebong. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Rejang Lebong 
Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri 
Slpil di Lingkungan Peincrintah Kabupaten Rejang Lebong, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku . 

Pasal27 

Peraturan Bupati iru bedaku surut terhitung sejak tanggal l Januari 2019. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintah kan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dcngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten R,,Jang Lebong. 

i)itetapkan di Curui> 
Pada langgal 21 7,:l,""8,, 2019 

BUPATI RE.JANG LEB01'0, 

H. BJJAZI 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal 'J1 fi!hNor• 2019 

H. R. A. DENNI !' I. S KAH 
n HUKUM INI 
1 DIT&.UTI 

BERlTA DAE)RAIJ KABUPI\TEN RJ;:JANG LEBON1'~ a!Jii 
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REKAPITULASI BULANAN CAPAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI 
Berdasarkan Laporan Kerja Harian lndividu Pegawai 

NAMA/NIP 
PANGKAT (GOURUANG) 
UNIT KERJAIOPD 
JABATAN 
BULAN 
JUMLAH HARi KERJA 
JUMLAH JAM KERJA PELAKSANAAN : ....... Jam ....... Menll 
JUMLAH JAM KERJA EFEKTIF : ........ Jam •••.•. Menil 

·-- JUMLAH JAM KERJA 
NO HARI/TANGGAL PELAKSANAAN KETERANGAN KEHADIRAN 

1 
2 
3 

.~ 

..L 
6 

-7 -

8 
9 
10 . 
11 
12 
13 
14 I 
15 I 

~~ 
.J] 
18 
19 
20 
Ost 

-

Jumlah Jam/Mentt 
JumJah Han 

Mengel:ahui; 
Atasan Langsung, 

I-

canda tangan 

Nama lengkap dan gelar 
NIP ....... ......................... .. 

-
Jam Menlt 

·····-· Jam ....... Menlt 
..... 1 ......... I Han 

...... . ............. ...... ... 20. 

Pegawai Yang Berungkutan 

tanda tangan 

Nama lengkap dan galar 
NIP ................ .-.. - ...... - . 

I DITERIMA ~~ ~A-~~'.N·l·S=~·I .1.~~ 
Tanggal .......... .... . 

I Tanda 
Tangan 

" 

-



NAMA/NIP 
UNIT KERJNOPD 
ATASAN LANGSUNG 
RIGAS POKOK 1 

BULAN 

NO 

1 

HARIITANGG/IL 

2. Ost.. 

I WAKTU I DUi SI 
- (WIB) JB"l .;;.;;. 

LAPOR1..", KERJA HARIAN PEGAWAI NEG::'RI SIPIL 

PANGKAT (GOURUANG) 
JABATAN 
JABATAN 

TAHUN 

l<EGIATAN 
(tug•~ pokok dan wgas tambahan 

lld_ak dibedal<an: 
SATUAN JUMLA~ 

SATUAN 
TEMPAT 

KEGIATAN 
PENYELENGGARA I TANOA TANOAN 

PNS YANG OINliAI PEJABAT PENILAl 

tanda rang-an 

Sesua! fD:ta dan da.1a, 
PNS yana btrungli..utan 
le.lah metabaru1!1.llt'I tuga"' 
salama _ Jan menil 

Pejlb:!lt P~n~, 

laf1d1 J•ngan 
N11mil llflVkap dan 

g@lar I Name lenQUp d:an gelv 
NIP l'IIP 

.. 



HASIL PERHITUNGAN DAN VERl~ -ASI CAPAIAN PERILAKU DAN F't',ESTASI KERJA KERJA PEGAWAI 

NAMAOPD 
BULAN 
JUMLAH HARi KERJA 

NO HAMA/NIP GOL [ JABATAN 
Datang 

Tertambat 

KaID I Nila! 
!MJ~ 

Capalan Porllaku Kerja 

PIJlang Tidak Ma.$Uk Hvkuma_n 
Leblh K'erja Tt< OislpJin 
Ce t 

Kalil N•lai Harl Nllal I Y/T Ni!aJ 
HarL __1'I> ~ ('l4J 

Capa(a.n PrKtasJ Kerja 

K°etc-p3tan 
Jam Kcrja PenyampaJan 

La oran 
J I Nilai Tanggal N~ai 
am % __ c,~; 

...............• , .....•..•.•......• 20_ 

KEPALABKO 

tanda tangan 

(nama lengkap dan gelar) 
NIP . ............................. . 

Total 

1 

Bua.ran Penllalan TPP 1%) 

1-- -3·· ·r 
- .....- -· 

-- __;• ---



NAMA OPO 
BULAN 
JUMLAH HA/sl KER.IA 

NO NAMAINIP 

2 
3 
4 

5 
6 
·t 
8 
9 

REKAPITULASI AKHIR CA.-,AIAN PERILAKU DAN PRESTAS'i"t<ERJA KERJA PEGAWAI 

GOL JABATAN Datang 
"Terlambat 
(Kal j/Hari) 

CAPAIAN PERILAKIJ KERJA 

Pulang 
Lebih 
Cepat 

KaUJHari) 

lidak 
Masuk Korja 

Ta.npa 
Ketarangan 

liari 

Hukumao Dl.slpl1n 
(Y/T) 

CAPAIAN PRESTASI KERJA 

Jam Kerja 
Potaksa:naan 

Kctepatan 
Penyampelan 

Le.poran 
(Tanggal) 

.. , ........... , _,,_ .......... 20 .. 

KEPALAOPD 

tanda langan 

(nama fengkap dan gelar) 
NIP ...... ................. , ..... .. 

KETERANGAN 

F,;-
1·:· ,, -t 



r 

NAMA OPD 
JAMKERJA 
HARIITANGGAL 

FORMULIR ABSENSI MANe L PNS/CPNS PEMERINTA H KAS":jPATEN REJANG LEBONG 

• MASUK KANTOR JAM .............................................. . PULANG KANTOR JAM .................................... .. 

NO I NAf,IA NIP JABATAN MASUK KANTOR TIOAK MASUK KANTOR 

ABSEN PAGI ABSENSIANG 
Jam 1 Paraf Jam Paraf 

1 
2 
3 I 

4 . --
5 

[Qfil_ 

Daftar PNS/CPNS yang d1berikan_ dispenses, untuk tidak melakukan absensi: 
1 . ... - .................... ..... .... - ...... NIP .............. .............................. Ketarangan : ............ - ....... ...... ................................... .. 
2 . ........... . ............. .... .... ........ NIP ........................... .......... ...... Keterangan : ................................................................ .. 
3. Ost .. ........ _ ...................... . 

~lk'lllglSI : 

I s DL Tl( 

I 

. ............... , ·······•··•········ 20 .. 

KEPALAOPD 

tand, tangan 

(nama lengkap dan gelar) 
NIP . ................................ . 

~. I : lzln : Dibuktikan dengan sural lzin atau pembe.rita.huan kepacfa atasan langsung. 
~ 8 : Saklt : Dibuktikan sengan surat ketera~n sakit atau pemberitahuan kepada atasan langsung, 
a .OL : Dina& Luar : Dibuktikan dengan SPT. 

Tl( : Tenpa l<elnngan 
Q : Cull : Dlbuktikan dengan <Surat cull 
.Pl<, :_Oldllt : Dlbuktbn dengan SPT diklat. 
'P · : '1'111191 Belljel' : Dlbuldlkan dengan SK tugas belajar. 

C 01iC TB 

I 

I 

@~

~-
-. . ~f St ' ~.,- ::--1 

r-:--,----. ~ ~;--·· ~ 



 

KOPOPD 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 
Nomor : 

Yang bertanda tangao dibawahJni: 
Nama ..... .... ...... ..... .... . 
NlP ......... .... .. ... ...... . 
Pangkat/ Gol ........................ . 
Jabat:an Pengguna Anggaran Dinas/ Badan ........................... . 

Dengan ini menyatakan sesunggllh nya bahwa : 
J . Perhitungan yang terda pat pada daftar penerima untuk pembayaran LS 

Tambahan Penghasilan Pegawa.i (TPPI PNS Bulan ............ .... 2:0 .. Dinas/Badao 
. ............ ................ Tahu n Anggaran 20 .. dengan jumlah sebesar Rp . ............. ,• 
( ......................... ) dengan Kode Rekening ...... ............. pada Belanja Tidal< 
Langsung TA. 20.. telah dihitung dengan benar pada Dinas/Badan 
..... ,, ............................... . 

2. Apabila dikemudian hari \erdapa\ kelcbihan atas pembayaran LS Tambahan 
Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Bulan ................ 20.. pada Dinas/Badan 
........ .. ................. , kami bernedia menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah. 

3. Scluruh Dokume.n yang disampaikru, sebagai lampiran Pe.ngaju.an Pencairan 
Dana adalah benar menjadi tanggung j awab karni balk secara hukum dan 
ad ministrasi. 

Demikian Sura1 Pernyataan im dibual dengan sebenarnya untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana m.estinya.. 

C l~AS 
Pf:,-~f1~ 

u:. :;KAH U- _- ;j 
t I \ t ◄UKIJM lNI If ' 

OlTUl I 

I • 

. 1 1 , 1. J ,. r • '/,J, /.t«£@fll • ~-
91914'-) ')o:,tJI O!f1; 

.............. ........ .. .................. .. 20 .• 

l'E:NOGU~ ANGGAJµN, 

t(lf1dalan9a11 

(nama Jengkap dan gelarl 
Pangkat/0ol 

NIP ................................. . 

BUPATI RBJA!IG J.BIIOIIO, 

R, BLJAZI 


